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ABSTRAK INFO ARTIKEL

Tujuan penelitian: Penulisan ini bertujuan menganalisis sistem pengelolaandanadesa  Kata  kunci:  Pengelolaan
pada saat terjadi kasus penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Kotawaringin Barat.  Dana Desa, Fraud, Auditor
Peneliti ingin menganalisis penyebab penyalahgunaan dana desa masih terjadi di  Intemal, Pemerintah Desa,
Kabupaten Kotawaringin Barat. Peneliti juga ingin menganalisis kendala-kendala dan  Organisasi Publik.

upaya Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pengelolaan dana desa yang

dilakukan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat. Dengan harapan, dana desa

minim dari penyalahgunaan sehingga prioritas penggunaan dana desa tepat sasaran.

Dengan begitu, dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan menanggulangi

kemiskinan masyarakat desa. Desain/Metodologi/Pendekatan: Penelitian ini

dikategorikan sebagai perelitian kualitatif pendekatan studi kasus dengan objek

penelitian pada Kabupaten Kotawaringin Barat. Temuan penelitian: Penelitian ini

mengungkapkan adanya masalah pada sistem pengelolaan dana desa saat terjadi

penyalahgunaan dana desa. Peneliian ini juga mengungkapkan penyebab

penyalahgunaan dana desa masih saja terjadi. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan

adanya kendala serta upaya inspektorat dalam menjalankan fungsinya sebagai APIP

terkait pengelolaan dana desa. Kontribusi teoretis’Originalitas: penggunaan fraud

pentagon theory pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian relevan untuk

digunakan kembali pada penelitian selanjutnya terkait dengan kecurangan pada sektor

publik dari sudut pandang yang berbeda. Batasan/Implikasi Penelitian: Keterbatasan

penelitian ini adalah kurangnya mendapat informasi yang diperlukan seperti dokumen

dan informasi dari narasumber. Penelitian ini hanya mewawancarai pihak inspektorat

dan pemerintah desa



1. Pengantar

Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) yang dikirim khusus untuk
desa melalui anggaran kota/kabupaten (Buku Saku
Dana Desa 2017, 7). Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Avrifin dkk.
(2020), Pemerintah Indonesia telah menyalurkan dana
desa ke seluruh Indonesia sejak tahun 2015 untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat.  Realisasi
anggaran dana desa pada tahun 2018 sebesar Rp59,85
triliun atau 7,89% dari alokasi TKDD pada APBN
(Kemenkeu, 2018). Realisasi anggaran dana desa pada
tahun 2019 sebesar Rp69,81 triliun atau 858% dari
alokasi TKDD pada APBN (Kemenkeu, 2019).
Realisasi anggaran dana desa pada tahun 2020 sebesar
Rp71,1 triliun atau 9,32% dari alokasi TKDD pada
APBN (Kemenkeu, 2020). Peningkatan anggaran
dana desa dapat menuntut dana desa harus dikelola
dengan baik.

Pengelolaan dana desa masih menjadi isu
masalah yang perlu diperhatikan, terutama berkaitan
dengan kasus penyalahgunaan dana desa oleh
pemerintah desa. Berdasarkan laporan tren kasus
korupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) pada
tahun 2020 dalam kategori lembaga, pemerintah desa
menduduki peringkat kedua dalam kasus korupsi di
Indonesia dengan nilai kerugian negara sebesar
Rp21,4 miliar (Alamsyah, 2020). Selain itu, kasus
korupsi berdasarkan kategori sektor, anggaran desa
menduduki peringkat pertama dengan nilai kerugian
negara sebesar Rp16,6 miliar (Alamsyah, 2020). ICW
menyebutkan korupsi dana desa disebabkan belum
adanya sistem pengawasan yang komprehensif dari
pemerintah  (Kompas, 2020). ICW kembali
menyebutkan dalam konferensi pers virtual tentang
laporan hasil pemantauian persidangan korupsi bahwa
dari tahun 2015 sampai 2020, terdapat sebanyak 676
terdakwa dari perangkat desa dan selalu mendominasi
kasus korupsi (Kompas, 2021).

Berdasarkan paparan kasus diatas perlu ada
pengawasan dan pembinaan untuk pemerintah desa
dari Aparat Pengawasan Intem Pemerintah (APIP).
APIP merupakan lembaga yang mempunyai tugas
pokok dan fungsi melakukan pengawasan (Rahmah,
2020). Berdasarkan (PP) Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah menyatakan APIP terdiri dari
jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga
pemerintah nonkementerian, Inspektorat provinsi, dan

Inspektorat Kabupaten/Kota. APIP di setiap instansi
pemerintah daerah memiliki perbedaan kondisi, baik
dari segi manajemen, sumber daya yang dimiliki, serta
lingkungan sekitar (BPKP, 2011). Hal ini
menyebabkan keragaman tingkat nilai kapabilitas
APIP. Berdasarkan laporan kinerja BPKP tahun 2020
kapabilitts APIP setingkat provinsi di  pulau
Kalimantan, hanya Provinsi Kalimantan Tengah
masin pada level 2, sedangkan 4 provinsi lainnya
mencapai level 3. Kapabilitas APIP di Kabupaten
Kotawaringin Barat juga masih pada level 2. Hal ini
dapat menjadi pengaruh  bagi  pengawasan
pengelolaan dana desa. Terdapat 6 desa yang terlibat
dalam kasus penyalahgunaan dana desa pada
Kabupaten Kotawaringin Barat pada tabel 1.

Tabel 1. Kasus Penyalahgunaan Dana Desa di

Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun Desa Total Kerugian %
Negara
2017 Desa Kinjil Rp366.644.000 59,9
Desa Makarti Jaya Rp111.634.000 40
2018 Desa Suka Makmur Rp.415.478.864 68

2019 Desa Sagu Sukamulya | Rp233.874.318 36

2020 Desa Natai Kerbau Rp100.000.000 15

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Pengelolaan dana desa sampai saat ini menjadi
masalah bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin
Barat, khususnya mengenai penyalahgunaan dana
desa yang masih terjadi dan tingkat kapabilitas APIP
Kabupaten Kotawaringin  Barat pada level 2
mengingat Inspektorat berperan penting sebagai
pengawas intemal pemerintah yang bertugas
mengawasi serta memastikan pengelolaan dana desa
dapat dijalankan secara akuntabel dan transparan.
Maka dari itu, pertanyaan penelitian yang diagjukan
pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan dana desa pada
saat terjadi penyalahgunaan dana desa di
Kabupaten Kotawaringin Barat?

2. Mengapa penyalahgunaan dana desa masih
terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat?

3. Apakendala Inspektorat Kabupaten
Kotawaringin Barat dalam menjalankan
perannya sebagai aparat pengawasan intermal
pemerintah dalam pengelolaan dana desa?

4. Apaupaya Inspektorat Kabupaten Kotawaringin
Barat dalam pengeloaan dana desa?



Penelitian ini memberikan kontribusi praktis
yakni bahan tinjauan untuk meningkatkan kualitas
inspektorat dalam pengelolaan dana desa khususnya
di Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap
penelitian selanjutnya untuk mengembangkan dan
membantu  memberikan solusi  bagi  Aparat
Pengawasan  Intemal  Pemerintth  untuk
meningkatkan kualitas pengawasan dengan baik.
Penelitian ini memberikan kontribusi literatur, yakni
Penggunaan fraud pentagon theory pada penelitian
ini diharapkan dapat menjadi kajian relevan untuk
digunakan kembali pada penelitian  selanjutnya
terkait dengan kecurangan pada sektor publik dari
sudut pandang yang berbeda.

2. Tinjauan Literatur
2.1.Teori Fraud Pentagon

Teori kecurangan pertama kali dikemukakan oleh
Cressey (1953) yang disebut fraud triangle theory.
Fraud triangle theory menjelaskan 3 elemen faktor
yang memotivasi seseorang untuk melakukan
kecurangan yaitu tekanan, kesempatan, serta
rasionalisasi Cressey (1953). Fraud triangle theory
dikembangkan kembali oleh \Wolfe dan Hermanson
(2004) yang dinamakan fraud diamond theory
dengan menambahkan satu elemen yaitu kapabilitas.
Penelitian ini akan menggunakan fraud pentagon
theory. Fraud pentagon theory merupakan teori
yang dikembangan dari teori fraud triangle danfraud
diamond yang dikemukakan oleh Horwath (2011).
Terdapat lima faktor penyebab terjadinya
kecurangan yang dikemukakan Horwath (2011)
yaitu: tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kompetensi
[ kapabilitas, dan arogansi.

2.2. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa

Dana desa merupakan dana APBN yang digunakan
untuk desa dan dipindehkan melalui APBD
kabupaten/kota (Buku Saku Dana Desa 2017, 97-7).
Penyaluran Dana Desa dilakukan oleh pemerintah
kepada Kabupaten/ Kota dengan melakukan transfer
dari RKUN ke RKUD lalu didistribusikan oleh
Kabupaten/Kota dari RKUD ke rekening kas desa
(Diamantina, 2017). Penganggaran dana desa yang
berasal dari APBN setiap tahunnya dirancang secara
efekiif, setara, Penganggaran dana desa yang berasal

dari APBN setiap tahunnya dirancang secara efektif,
setara, dan adil (A. Saibani, 2014). Dalam pelaksanaan
pengelolaan dana desa, pemerintah harus berpegang
pada beberapa prinsip umum Yyang mengatur
penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan
melalui rekening kas desa (Umar dkk, 2018).
Kemudian, bendahara desa dapat menarik sejumiah
uang dari kas desa untuk membiayai kebutuhan
operasional pemerintahan desa (Umar dkk., 2018).
Administrasi  keuangan  desa  dilakukan  oleh
bendahara desa dengan mencatat secara sistematis dan
kronologis transaksi keuangan yang terjadi di
pemerintahan desa (Nurhakim dan Yudianto,2018).
Pelaporan dibuat untuk mempertanggungjawabkan
kegiatan berdasarkan data dan informasi (IMondale
dkk., 2017). Kepala desa menyampaikan laporan
realisasi anggaran desa atau penggunaan dana desa ke
kabupaten dalam bentuk laporan semester pertama
paling lambat bulan Juli dan laporan akhir semester
pada bulan Desember lalu menyampaikan laporan
pertanggungjawaban  APBdes  (Nurhakim  dan
Yudianto, 2018).

2.3. Fraud

Secara umum, fraud adalah pelanggaran hukumyang
dilakukan oleh orang dari dalam dan/atau di luar
organisasi untuk pribadi dan/atau keuntungan kolekiif
yang secara langsung merugikan pihak lain (ACFE,
2012; Fitriyah, 2016). Menurut Keller dan Owens
(2015), ada dua kategori fraud: intermal dan ekstemal.
Kecurangan intemal dilakukan oleh orang-orang di
dalam entitas, seperti karyawan, pejabat, dan direktur.
Kecurangan ekstemal dilakukan oleh orang di luar
entitas, seperti vendor. Kecurangan  eksternal
dilakukan oleh orang di luar entitas, seperti vendor.
Kecurangan intemal dapat dipecah menjadi dua
Kategori:
1. penyalahgunaan asset;
2. pelaporan  keuangan yang mengandung
kecurangan (financial statement fraud) (Keller
dan Owens, 2015).

Contoh penyalahgunaan aset terdapat pada
skema pendapatan dan penerimaan kas, skema
pembelian dan pengeluaran kas, skema penggajian
dan pelaporan pengeluaran karyawan, serta
penyalahgunaan aset non tunai (Keller dan Owens,
2015). Sedangkan kecurangan laporan keuangan
melibatkan kecurangan pada jumal entri atau



mengabaikan kontrol manajemen yang telah
digunakan terkait jumal entri dalam sistem informasi

akuntansi (Debreceny dan Gray, 2010).

24. Peran  Inspektorat Daerah  dalam
Pengelolaan Dana Desa

24.1 Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses yang ditujukan
untuk  menetapkan  ukuran  kinerja  dalam
pengambilan suatu langkah yang dapat menjadi
penunjang dalam meraih hasil yang diekspektasikan
dan selaras dengan langkah yang ketentuannya
sudah diputuskan sebelumnya (Sule dan Saefullah,
2014).

Ashshidiggi  dan Wibisono  (2018)
berpendapat bahwa hakikat dari pengawasan adalah
mencegah  sedini mungkin  terjadinya
penyimpangan, pemborosan, kecurangan, kendala,
kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan
dan sasaran serta pelaksanaan tugas organisasi.
Menurut Deng dkk. dalam Hamid dan Nasih (2021),
kurangnya fungsi pengawasan meningkatkan
kemungkinan terjadinya kecurangan.

242 Konsultan

Auditor intermal berperan sebagai konsultan tanpa
meninggalkan peran sebagai pengawas (Rahayu
dkk., 2020). Tujuan dari layanan ini adalah untuk
mencegah terjadinya ketidakakuratan pengelolaan
keuangan secara dini. Bentuk pencegahan umum
yang dilakukan oleh auditor intemal pemerintah
adalah dalam bentuk sosialisasi, lokakarya,
bimbingan teknis, dan pelatihan.

24.3 . Katalisator

Artikel 1IA yang berjudul intermal auditing:
assurance, insight, and objectivity menjelaskan
bahwa audit intemal difungsikan sebagai katalisator
yang penerapannya ditujukan agar dapat menaikkan
tingkat efektivitss organisasi, yakni melalui
pemberian wawasan dan saran dengan didasarkan
pada analisis, penilaian data, dan proses bisnis.
Effendi  (2006) dalam Fahlevi  (2016)
mengemukakan, auditor intemal berperan krusial
sebagai katalisator yang menyediakan layanan bagi
manajemen melalui sejumlah saran yang sifatnya

membangun dan dapat diimplementasikan untuk
kemajuan organisasi, tetapi tidak andil dalam
kegiatan operasionalnya.

25. Sistem Pengendalian Intermal Pemerintah
(SPIP)

Definisi pengendalian intemal menurut Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO) adalah sebuah sistem, struktur
atau proses yang dilaksanakan oleh pihak
perusahaan yang bertujuan untuk memberikan
jaminan pencapaian pengendalian yang memadal,
antara lain: efektivitass dan efisiensi  operasi,
keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap
peraturan (COSO, 2013; Goutama dan Yudianto,
2019).Berdasarkan hasil penelitian Widhiastuti dkk.
(2020), variabel sistem pengendalian intemal
berpengarun  negatif  terhadap  kecenderungan
kecurangan. Dalam istilah lain, semakin rendah
sistem pengendalian internal, maka semakin tinggi
kecenderungan  kecurangan dan  sebaliknya.
Penelitian ini akan menganalisis masalah pada SPIP
pemerintah desa.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif
pendekatan studi kasus dengan objek penelitian pada
Kabupaten Kotawaringin  Barat.  Penelitian  ini
menerapkan  teknik  pengumpulan  data  primer
(wawancara) dan sekunder (dokumentasi). Teknik
pemilihan  partisipan  diterapkan  dengan
mengaplikasikan metode purposive sampling atau
judgement sampling, yakni metode pemilihan
partisipan yang dilakukan dengan diiringi unsur
kesengajaan karena adanya kualitas yang dimiliki
partisipan (Bemard, 2011; Etikan, 2016).

Terdapat 81 desa pada Kabupaten Kotawaringin
Barat. Berdasarkan tabel 1, terdapat 6 desa yang terjadi
penyalahgunaan dana desa dari tahun 2017-2020.
Pereliti akan memilih 3 desa untuk dilakukan
penelitian, yakni Desa Suka Makmur, Desa Sagu
Sukamulya, dan Desa Natai Kerbau. Berdasarkan
tabel 1.2, peneliti memilih 3 desa tersebut berdasarkan
kasus terbaru yaitu dari tahun 2018, 2019, dan 2020.
Alasan lain untuk pereliti mengambil 3 desa tersebui,
karena salah satu desa yaitu Desa Suka Makmur

mempunyai jumlah kerugian negarayang paling besar



dibandingkan desa lainnya. Maka dari itu, hal tersebut
sebagal dasar peneliti untuk memilih narasumber.
Narasumber yang peneliti pilin dalam penelitian ini,
yakni Pelaksana tugas Inspektur  Inspektorat
Kabupaten Kotawaringin Barat dan 3 auditor intermal.
Peneliti juga ingin melakukan wawancara pada pihak
yang diawesi oleh Inspektorat  Kabupaten
Kotawaringin Barat yakni Pemerintah Desa Suka
Makmur, Sagu Sukamulya, dan Natai Kerbau. Selain
itu, dokumen yang peneliti gunakan pada penelitian
ini, yakni Peraturan perundang-undangan, Putusan
Mahkamah Agung, Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP), Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT), Standard Operating Procedure (SOP),
Standar Audit Intem Pemerintah Indonesia (SAIPI),
Laporan Kinerja Instansi  Pemerinteh  (LKIP).
Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data
berdasarkan Creswell (2018) yang dimulai dari
mengatur dan mempersiapkan daia yang akan
dianalisis, membaca semua data yang sudah
dikumpulkan dan dipersiapkan, memulai analisis
dengan cara pengkodean, menggunakan cara
pengkodean untuk membuat deskripsi terkait setting,
orang, kategori, afau tema yang akan ditelit,
mengembangkan deskripsi dan tema yang akan
direpresentasikan di narasi kualitatif, dan langkah
terakhir dalam analisis data dengan menginterpretasi
alau memaknai data. Peneliti  menggunakan
triangulasi data dan member checking pada penelitian
ini untuk validasi data.

4. Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian ini, hanya 2 desa yang dapat dilakukan
penelitian, yakni Desa Suka Makmur dan Desa Natai
Kerbau. Desa Sagu Sukamulya tidak dapat peneliti
teliti disebabkan tidek tersedianya narasumber dari
pihak Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dan
akses ke Pemerintah Desa Sagu Sukamulya. Terdapat
5 partisipan yang peneliti wawancara antara lain 1
orang Pt Inspektur, 2 orang auditor intemal, dan 2
orang aparatur desa. Sebelum sesi wawancaradimulai
peneliti memberikan consent form kepada narasumber
yang isinya berupa persetujuan narasumber untuk
bersedia mengikuti sesi wawancara sesuai dengan
ketentuan yang terdapat dalam consent form. Jika
narasumber Setuju, sesi wawancara dapat dimulai.
Setelah  melakukan  wawancara, penelii mulai
membuat transkrip wawancara yang berasal dari
rekaman suara. Kemudian, hasil transkrip wawancara

diberikan kode untuk memudahkan peneliti untuk
mensegmentasikan kode ke dalam tema dan subtema.
Setelah peneliti membuat transkrip wawancara dan
kodling, peneliti melakukan member checking kepada
narasumber untuk memastikan bahwa  transkrip
wawancara sudah sesuai. Pada penelitian ini, hanya 4
dokumen yang peneliti gunakan, sedangkan dokumen
lainnya seperti LHP, SOP, dan PKPT tidak dapat
peneliti gunakan dikarenakan keterbatasan akses.
Pereliti melakukan triangulasi  data  dengan
menghubungkan hasil wawancara dengan dokumen
alau arsip yang diperlukan aau  dengan
mengkonfirmasikan pendapat narasumber yang satu
dengan narasumber lainnya. Hal i untuk
memastikan data yang disajikan akurat. Selain itu
triangulasi data dapat digunakan peneliti untuk lebih
mudah membahas hasil dari penelitian.

41. Sistem Pengelolaan Dana Desa pada Saat
Terjadi Penyalahgunaan Dana Desa di
Kabupaten Kotawaringin Barat

Pada hasil penelitian, terdapat masalah pada saat terjadi
penyalahgunaan dana desa di  Kabupaten
Kotawaringin Barat. Secara umum, pengelolaan dana
desa belum terorganisir dengan baik dari tahap
perencanaan sampai pertanggungjawaban. Selain itu,
kasus penyalahgunaan dana desa terjadi karena
pengelolaan dana desa dikuasai penuh oleh kepala
desa.

411 Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber
Bendahara Desa Suka Makmur, bendahara
menjelaskan bahwa prosedur dalam  penyusunan
APBDes berawal dari penyusunan RKP melalui
musyawarah desa, lalu dilakukan rapat bersama
dengan BPD untuk menyusun rancangan APBDes
dengan acuan RKP Desa, dan tahap selanjutnya
menetapkan  APBDes.  Berdasarkan  dokumen
Putusan Mahkamah Agung  Nomor37/Pid.Sus-
TPK/2018PN  Plk  terkait dengan  kasus
penyalahgunaan yang dilakukan Kepala Desa Suka
Makmur, saksi yang waktu itu menjabat sebagai
bendahara desa menyatakan bahwa rapat terkait
dengan  penyusunan APBDes dan APBDes
Perubahan Tahun Anggaran 2016 tidak dilaksanakan.
Hal ini menjelaskan bahwa penyusunan APBDes
tidak dilaksanakan sesuai prosedur. Berdasarkan hasil



wawancara juga dari narasumber PIt  Inspektur
menjelaskan bahwa rapat dalam rangka penyusunan
APBDes wajib dilakukan.

4.1.2 Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat
Nomor 22 Tahun 2015 Pasal 8 Ayat 2 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bendahara
mempunyai  tugas  menerima,  menyimpan,
menyetorkan/membayar, menatausahakan  dan
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan
Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Namun,
Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber  Plt.
Inspektur dan auditor intemal, terdapat permasalahan
dalam pelaksanaan. Diketahui bahwa kepala desa
yang memegang kekuasaan penuh atas semua
pengelolaan dana desa sehingga bendahara serta staf
lainnya tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan
prosedur maka hal ini bertentangan dengan peraturan.
Hal tersebut juga diperjelas pada dokumen hasil
Putusan Mahkamah Agung Nomor : 37 / Pid.Sus-
TPK /2018/ PN Plk dan Nomor : 5/ Pid.Sus-TPK /
2021/PN PIKk terkait dengan kasus penyalahgunaan
yang dilakukan oleh Kepala Desa Suka Makmur dan
Kepala Desa Natai Kerbau. Dua saksi yang menjabat
sebagal Bendahara Desa Suka Makmur dan
Bendahara Desa Natai Kerbau menjelaskan bahwa

uang yang seharusnya bendahara terima, simpan, dan
dikeluarkan dikelola sendiri oleh Kepala Desa.

4.1 3. Administrasi

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 20004 tentang
Desa, kepala desa berkewajiban menyelenggarakan
administrasi pemerintahan desa yang baik. Hal ini
bertentangan  dengan  hasil  wawancara  yang
narasumber Plt. Inspektur ungkapkan. Narasumber
mengungkapkan bahwa administrasi desa belum
sepenuhnya dilakukan oleh aparatur desa. Selain itu
narasumber PIt. Inspektur menyatakan bahwa seluruh
administrasi dikelola secara penuh oleh kepala desa
dan tidak melibatkan staf lain yang seharusnya
bertanggung jawab. Hal ini juga tercantum pada
dokumen hasil Putusan Mahkamah Agung
Nomor37/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk  terkait kasus
penyalahgunaan oleh Kepala Desa Suka Makmur.
Saksi yang menjabat sebagai Bendahara Desa Suka
Makmur menyatakan bahwa kepala desa
mengeluarkan dan mengadministrasikan sendiri setiap

pengeluaran yang menggunakan anggaran Desa
khususnya pada Tahun Anggaran 2016, saksi tidak
pemah dilibatkan sesuai tugas dan tanggung jawab
saksi selaku Bendahara Desa Suka Makmur.
Dokumen Putusan Mahkamah Agung Nomor :
5PidSusTPK/202/PN Pk terkait  kasus
penyalahgunaan dana desa di Desa Natai Kerbau
menyatakan bahwa dokumen tidak dilampirkan
secara tertib, salah satunya pada pengeluaran anggaran
desa (DD dan ADD) yang dikeluarkan masih ada
kekurangan dari pelaksanaan kegiatan yaitu SPJ serta
nota-nota lain yang belum lengkap. Hal ini
bertentangan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin
Barat Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat 1 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan
bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas
transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan
secara tertib dan disiplin anggaran.

4.14.Pelaporan

Berdasarkan Perbup Kotawaringin Barat Nomor 25
Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa Pasal 72 menjelaskan bahwa kepala desa
menyampaikan laporan kepada bupati melalui camat
paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap pelaporan
adanya batas waktu dalam penyampaian  laporan.
Namun peraturan tersebut bertentangan pada hasil
wawancara dari  narasumber. Narasumber Plt.
Inspektur dan auditor intemal menjelaskan bahwa
pada saat tahap pelaporan masin sering terjadi
keterlambatan.

4.15.Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber Plt
Inspektur dan auditor intemal menjelaskan bahwa
tahap pertanggungjawaban sering terjadi kesalahan
dikarenakan adanya tahap pengelolaan keuangan desa
yang sebelumnya tidak sesuai prosedur dan pada
akhimya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Heasil
wawancara dari  narasumber auditor  intermal
menjelaskan bahwa saat inspektorat melakukan
pemeriksaan dengan langsung turun ke lapangan,
mereka membandingkan antara pertanggungjawaban
dan fisik. Namun, sering terjadi ketidaksesuaian antara
pertanggungjawaban dan fisik. Hal ini bertentangan
dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 51
ayat 2 yang menjelaskan setiap bukti pengeluaran



harus sesuai dengan bukti fisik dan administrasi bukti
penggunaan anggaran. Selain  itu, berdasarkan
dokumen Putusan Mahkamah Agung Nomor : 37/
Pid.Sus-TPK/2018/PN Pk, kasus penyalahgunaan
yang dilakukan oleh Kepala Desa Suka Makmur
menjelaskan bahwa ada kegiatan yang tidak
dilaksanakan dalam penggunaan APBDes tahun
anggaran 2016, namun anggaran telah cairkan dan

dibuat laporan pertanggungjawabannya.

42. Penyebab Penyalahgunaan Dana Desa
Masih Terjadli di Kabupaten Kotawaringin Barat

Pada subbab ini menjawab pertanyaan kedua yaitu
“mengapa penyalahgunaan dana desa masih terjadi
di Kabupaten Kotawaringin Barat?”. Pertanyaan ini
membahas  faktor ekstermal penyebab
penyalahgunaan dana masih terjadi di Kabupaten
Kotawaringin Barat sehingga inspektorat masih
belum sepenuhnya mengatasi masalah pengelolaan
dana desa. Untuk menjawab penelitian ini, peneliti
menggunakan fraud pentagon theory yang
dikemukakan Howarth (2011). Terdapat lima faktor
yang memotivasi orang untuk melakukan tindakan
kecurangan yaitu: tekanan, kesempatan, rasionalisasi,
kompetensi/kapabilitas, arogansi. Berdasarkan dari
lima faktor tersebut, terdapat empat faktor yang
dibahas dalam perelitan ini yaitu tekanan,
kesempatan, kompetensi/kapabilitas, dan arogansi.
Sedangkan rasionalisasi tidak dibahas dalam subbab
ini dikarenakan berdasarkan hasil wawancara kepala
desa tidak terbukti merasionalisasikan dirinya untuk
melakukan kecurangan. Selain itu, terdapat penyebab
penyalahgunaan dana desa masih  terjadi di
Kabupaten Kotawaringin Barat diluar teori fraud
pentagon vyaitu karena kelemahan  sistem
pengendalian interal pemerintah.

421 Tekanan

Seseorang dapat melakukan tindakan kecurangan di
karenakan karena adanya tekanan. Berdasarkan hasil
wawancara, narasumber auditor internal menjelaskan
bahwa kepala desa melakukan tindakan kecurangan
dikarenakan adanya tuntutan ekonomi. Hal ini
diperjelas berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat
Kabupaten Kotawaringin Barat pada dokumen
Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/Pid.Sus-
TPK/2021/PN PIk terkait kasus kecurangan yang
dilakukan oleh Kepala Desa Natai Kerbau terdapat Rp

13609550000 kegiatan yang tidak terealisasikan
karena hutang pribadi untuk membayar pengobatan
suami yang sakit dan mengharuskan cuci darah rutin.

422. Kesempatan

Peluang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan
(Cressey, 1953). Secara teoritis, untuk mengejar
kepentingannya,  individu  akan  melakukan
kecurangan jika memiliki  kesempatan  untuk
melakukannya atau ketika ada pengawasan yang
lemah dalam suatu organisasi/perusahaan (Devi dkk.,
2021). Berdasarkan hasil wawancara, narasumber Plt.
Inspektur dan auditor intemal menjelaskan kepala
desa melakukan kecurangan diakibatkan adanya
kesempatan karena mempunyai wewenang.

4.2.3 Kompetensi/Kapabilitas

Berdasarkan dokumen hasil Putusan Mahkamah
Agung Nomor37/Pid.Sus-TPK/2018/PN PIk terkait
dengan kecurangan yang dilakukan Kepala Desa
Suka Makmur, saksi yang menjabat sebagal
bendahara Desa Suka Makmur serta mempunyai
tugas untuk mengelola pengeluaran dan pemasukan
pendapatan desa, namun kepala desa menanggapi
bendahara bahwa bendahara tidak  mampu
mengerjakan tugas tersebut Hal ini dapat dilihat
bahwa karena kepala desa mempunyai kekuasaan
tertinggikepala desa mempunyai  kompetensi /
kapabilitas untuk menekan bawahannya sehingga
rencananya untuk melakukan tindakan kecurangan
dapat berjalan mulus. Hasil wawancara dari
narasumber auditor internal juga menjelaskan bahwa
kepala desa yang merupakan pemegang kekuasaan
tertinggi menekan bahwa bawahannya sehingga
bawahannya tidak berani menjalankan sesuai yang
seharusnya.

424 Arogansi

Arogansi biasanya lebih ditujukan kepada seseorang
yang memiliki kedudukan tinggi dalam suatu
organisasi  sehingga  mempengaruhi  kinerja
perusahaan dan kemungkinan terjadinya kecurangan
pelaporan keuangan (Akbar, 2017). Hal ini sesual
dengan hasil dari wawancara. Narasumber PIt
Inspektur dan auditor intemal menyampaikan kepala
desa memegang kekuasaan  sehingga muncul
arogansi dan memicu terjadinya kecurangan.



4.25.Kelemahan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah

Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik
Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Interm Pemerintah Pasal 1 menyebutkan
bahwa sistern pengendalian intem adalah proses yang
integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan
secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang
efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan. Namun berdasarkan
hasil wawancara dari narasumber PIt. Inspektur dan
auditor infemal  menyatakan  bahwa  sistem
pengendalian intemal pemerintah  masih  lemah
sehingga rentan terjadinya penyalahgunaan. Hal ini
sejalan dengan penelitian Hamdani dan Albar (2016)
yang menunjukkan bahwa pengendalian internal yang
buruk  menyebabkan  kecurangan.  Penelitian
Widhiastuti dkk. (2020) juga menjelaskan variabel
sistem pengendalian intemal berpengaruh negatif
terhadap kecenderungan kecurangan. Dalam istilah
lain, semakin rendah sistem pengendalian intemal,
maka semakin tinggi kecenderungan kecurangan dan

sebaliknya.
4.26.Keterbatasan Sumber Daya Aparatur Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada
narasumber auditor internal menyatakan sumber daya
aparatur desa dalam segi pendidikan masih rendah
sehingga belum memahami pengelolaan dana desa.
Selain itu aparatur tidak memahami  prosedur
pengendalian sehingga beresiko aparatur desa untuk
melakukan  kecurangan. Sejalan  dengan  heasil
penelitian yang dilakukan oleh Atmadja dan Saputra
(2017) yang menyebutkan kompetensi aparatur
berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud
pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian Umar
dkk. (2018) membuktikan kompetensi sumber daya
manusia berpengaruh positif ternadap pengelolaan
dana desa.

43. Kendala Inspektorat dalam Menjalankan
Perannya sebagai Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah terhadap Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil penelitian pada sub bab ini, terdapat

kendala yang dihadapi Inspektorat Kabupaten
Kotawaringin Barat dalam menjalankan perannya
sebagai APIP terhadap pemerintah desa yakni kendala
jumlah aparatur inspektorat, kendala obrik tidak
kooperatif, kendala ketersediaan data, kendala
keterbatasan waktu, kegiatan mandatory.

4.3.1 Kendala Jumlah Aparatur Inspektorat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada
narasumber Plt. Inspektur dan auditor intemal,
diketahui bahwa kendala Inspektorat Kabupaten
Kotawaringin Barat dalam menjalankan perannya
sebagai APIP yaitu karena kurangnya jumlah aparatur
inspektorat. Berdasarkan dokumen LK]IP Inspektorat
Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2020, pejabat
fungsional auditor berjumlah 17 orang dan masing-
masing dibagi menjadi 4 irban. Sedangkan jumlah
desa yang perlu diperiksa oleh inspektorat berjumlah
81 desa sehingga hal ini mempengaruhi kinerja
Inspektorat  Kabupaten ~ Kotawaringin -~ Barat.
Berdasarkan hasil wawancara dari pihak aparatur desa
juga diketahui inspektorat dalam melakukan kegiatan
pengawasan, pembinaan seperti sosialisasi masih
belum tentu dilakukan dalam setahun  sekali
dikarenakan kurangnya jumlah aparatur desa.

4.3.2.Kendala Obrik Tidak Kooperatif

Berdasarkan  LKjIP  Inspektorat  Kabupaten
Kotawaringin Barat tahun 2020, salah satu kendala
yang dialami inspektorat yaitu objek pemeriksaan
(obrik) tidak dapat bekerjasama dengan baik untuk
menangani tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan.
Hal ini didukung dengan pendapat dari narasumber
Plt. Inspekiur dan auditor intemal pada saat
wawancara.

4.3.3 Kendala Ketersediaan Data

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui inspektorat
mempunyai kesulitan untuk mendapatkan data yang
diperlukan dari pihak aparatur desa sehingga hal ini
menghambat pada saat inspekiorat melakukan
pemeriksaan. SAIPI menetapkan sistem pengawasan
intern berbasis risiko mencapai kapabilitas APIP serta
sistem ini bertujuan untuk memitigasi terjadinya
kecurangan. Namun terdapat kendala dari inspektorat,
diketahui dari hasil wawancara bahwa DMPD masih
terlambat untuk memberikan data kepada inspektorat



sehingga inspektorat belum bisa memasukkan desa
yang terlambat tersebut sebagai risiko. Hal ini
didukung dengan hasil penelitian Yuliastina dkk.
(2020) yakni potensi terjadinya fraud masih ada dan
dapat berubah menjadi fraud akibat kurangnya
koordinasi pengawasan antar instansi terkait.

Maka dari itu diharapkan antar instansi yang terlibat
dalam pengawasan pengelolaan dana desa dapat
saling bekerja sama dalam melaksanakan tugas
pengawasannya dengan balk sehingga dapat
mencegah terjadinya fraud.

4.4.4. Kendala Keterbatasan waktu

Heasil wawancara pada narasumber auditor intemal
diketahui adanya kendala keterbatasan wakiu saat
melakukan pengawesan di  desa. Narasumber
menjelaskan bahwa mereka hanya mengawasi satu
desa dalam setahun setiap satu kecamatan. Selain itu,
narasumber juga mengungkapkan bahwa saat
melaksanakan audit di Desa Suka Makmur mereka
hanya diberikan selama 5 hari sehingga narasumber
merasa dengan batas waktu hanya beberapa hari
masih kurang cukup.

4.34.Kegiatan Mandatory

Berdasarkan  LKjIP  Inspektorat ~ Kabupaten
Kotawaringin - Barat tahun 2020, inspektorat
mengalami kendala yaitu banyak kegiatan mandatori
di luar PKPT sehingga kegiatan utama PKPT menjadi
terhambat. Hal ini di konfirmasi dari hasil wawancara
pada narasumber Pt Inspektur dan auditor intemal.
Pada saat perancangan PKPT inspektorat sudah
memasukkan kegiatan mandatori di  dalamnya,
namun pada saat tahun berjalan adanya kegiatan yang
berasal dari SKPD, BPK, dan KPK sehingga mereka
kesulitan untuk menyesuaikan jadwal dengan jumlah
SDM juga kurang memadali.

44. Upaya Inspektorat Kabupaten
Kotawaringin  Barat dalam Pengawasan
Pengelolaan Dana Desa

Pada sub bab ini menjelaskan hasil penelitian
mengenai  upaya dari Inspektorat Kabupaten
Kotawaringin Barat untuk mengawasi dan membina
pemerintah desa agar pengelolaan dana desa menjadi
lebih baik dan mengurangi tindakan kecurangan.

Pengawasan dan Pembinaan

Berdasarkan hasil wawancara, upaya inspektorat
dalam pengawasan pengelolaan dana desa yaitu
mereka melakukan program pengawasan dan
pembinaan. Terkait dengan pengawasan inspektorat
tidak hanya melakukan pengawasan dengan mencari
temuan, tetapi melakukan pengawasan pembinaan.
Apabila ada yang tidak benar dalam pengelolaannya
langsung pada saat itu juga inspektorat membina desa
untuk melakukan perbaikan. Selain itu narasumber
menjelaskan inspektorat juga melakukan upaya
pembinaan dengan melakukan konsultasi  dan
sosialisasi. Sosialisasi dilakukan dengan bekerjasama
dengan DPMD.

5 Kesimpulan

Penelitian ini berjudul “Analisis Kendala Inspektorat
dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada
Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat”. Jawaban
pertanyaan penelitian pertama menyimpulkan bahwa
sistem pengelolaan dana desa pada saat terjadi
penyalahgunaan dana desa tersebut di Kabupaten
Kotawaringin  Barat secara keseluruhan  belum
terorganisir dengan baik dari tahap perencanaan
sampai pertanggungjawaban dikarenakan kepala desa
yang mengelola semua pengelolaan dana desa dan
tidak melibatkan pihak lainnya yang bertanggung
Jjawab atas pengelolaan dana desa.

Jawaban  pertanyaan  penelitian  kedua
menyimpulkan penyebab terjadinya penyalahgunaan
dana desa masih terjadi di Kabupaten Kotawaringin
Barat dikarenakan faktor tekanan, kesempatan,
kompetensi/ kapabilitas dan arogansi kepala desa.
Selain itu, terdapat kelemahan pada sisttm
pengendalian intemal pemerintah dan sumber daya
gparatur desa yang kurang memahami cara
pengelolaan dana desa serta  kurang memahami
sistem pengendalian.

Jawaban  pertanyaan  peneliian  ketiga
menyimpulkan terdapat  kendala-kendala yang
dialami oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin
Barat dalam menjalankan perannya sebagai APIP
yakni kendala jumiah aparatur inspektorat, kendala
obrik yang tidak kooperatif, kendala ketersediaan data,
kendala keterbatasan waktu, dan kendala kegiatan
mandatory.



Jawaban pertanyaan peneliian  keempat
menyimpulkan upaya yang dilakukan Inspektorat
Kabupaten Kotawaringin Barat untuk pengelolaan
dana desa vyaitu dalam bentuk pengawasan
pembinaan. Apabila pada saat pemeriksaan
ditemukan ada yang tidak benar langsung pada saat itu
juga inspektorat membina desa untuk melakukan
perbaikan. Selain itu juga inspektorat bekerjasama
dengan DPMD untuk melakukan sosial kepada
aparatur desa.

Pada saat melaksanakan penelitian, peneliti
mempunyai keterbatasan dalam hal mendapatkan
dokumen yang diperlukan untuk penelitian ini.
Dokumen yang peneliti tidak dapat akses seperti
PKPT, SOP, LHP, piagamauditdan laporan lainyang
bersifat rahasia. Hal ini memberikan pengaruh pada
peneliti untuk menganalisis data karena dokumen
kurang lengkap. Selain itu, pada saat melakukan
wawancara, peneliti kurang mendapatkan informasi
dari pihak aparat desa. Peneliti  mempunyai
keterbatasan untuk melakukan penelitian dikarenakan
pemberlakuan kebijakan PPKM yang membuat
peneliti sulituntuk mengatur jadwal untuk melakukan
peneliian  dan  mempertimbangkan ~ pemilihan
partisipan. Jadi, Peneliti hanya dapat mewawancarai
dua instansi pemerintah yaitu pihak inspektorat dan
dua pemerintah desa.
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